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WALI KOTA PEMATANG SIANTAR 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN DAERAH  KOTA PEMATANG SIANTAR 

NOMOR  3 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALI KOTA PEMATANG SIANTAR, 
 

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara 
unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan 

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran 
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun 

anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Pematangsiantar Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus  

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

 



3 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 
2020 Nomor 5). 

 

 Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR 
dan 

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
semula sebesar Rp. 927.552.930.008,- bertambah sebesar 

Rp..33.728.800.130,- sehingga menjadi Rp. 961.281.730.138,- 
dengan rincian sebagai berikut:  

1. Pendapatan daerah 
a. Semula Rp.    887.919.840.742,- 
b. Berkurang                             (Rp.       24.084.776.426,-) 

Jumlah pendapatan daerah  

setelah perubahan  Rp.   863.835.064.316,- 
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2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.  920.352.930.008,- 
b. Bertambah Rp.    32.658.715.174,- 

Jumlah belanja daerah  

setelah perubahan                   Rp.  953.011.645.182,- 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula Rp.   39.633.089.266,- 

2) Bertambah Rp.   57.813.576.556,- 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan                   Rp.   97.446.665.822,- 

b. Pengeluaran pembiayaan 
1) Semula Rp.    7.200.000.000,- 
2) Bertambah/(berkurang) Rp.    1.070.084.956,- 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan                     Rp.   8.270.084.956,- 

Jumlah pembiayaan netto setelah  

perubahan                                 Rp.  89.176.580.866,- 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  

setelah perubahan                     Rp.                        0,- 

 

Pasal 2 

 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 

dari: 

a. Pendapatan asli daerah 
1) Semula       Rp.   115.861.372.221,- 

2) Berkurang              (Rp.      3.985.011.482,-) 

Jumlah pendapatan asli daerah  

setelah perubahan                     Rp.   111.876.360.739,- 

b. Pendapatan transfer 
1) Semula                                   Rp.  770.558.468.521,- 

2) Berkurang                              (Rp.    50.295.498.381,-) 

Jumlah pendapatan transfer 

setelah perubahan                      Rp.   720.262.970.140,- 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 
1) Semula        Rp.      1.500.000.000,- 

2) Bertambah       Rp.    30.195.733.437,- 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah  

Yang sah setelah perubahan     Rp.   31.695.733.437,- 

 

Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

a. Belanja operasional; 
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1) Semula                                Rp.    659.947.633.553,- 

2) Bertambah                          Rp.    121.310.498.184,-   

Jumlah belanja operasional  

setelah perubahan                   Rp.    781.258.131.737,- 

b. Belanja modal; 
1) Semula                                Rp.    113.215.163.189,- 

2) Berkurang                          (Rp.          705.848.042,-) 

Jumlah belanja modal setelah 

Perubahan                              Rp.     112.509.315.147,- 

c. Belanja tidak terduga; 
1) Semula Rp.    147.190.133.266,- 

2) Berkurang                           (Rp.     87.945.934.968,-)   

Jumlah Belanja tidak terduga  

setelah perubahan                   Rp.      59.244.198.298,- 

 

Pasal 4 

 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri 
dari: 

a. Penerimaan pembiayaan 
1) Semula        Rp.    39.633.089.266,- 

2) Bertambah        Rp.    57.813.576.556,67 

Jumlah penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan                        Rp.    97.446.665.822,67 

b. Pengeluaran pembiayaan. 
1) Semula Rp.     7.200.000.000,- 
2) Bertambah Rp.     1.070.084.956,- 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan                        Rp.    8.270.084.956,- 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:  

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan;   

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta 
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Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk 

Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan 
dan Per Jabatan; 

10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 

Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan atau masyarakat. 

 
Pasal 7 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali Kota. 

 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah 
Kota Pematangsiantar. 

         
     Ditetapkan di Pematangsiantar 

     pada tanggal  1 November 2021  

            
     WALI KOTA PEMATANGSIANTAR, 

          
         ttd 
                               HEFRIANSYAH 

     HEFRIANSYAH 
 

Diundangkan di Pematangsiantar 

pada tanggal  1 November 2021 
   

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, 
  
                          ttd 

                 
                     ZUBAIDI 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA 

UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 : (3-150/2021) 
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PENJELASAN 

 
ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR 
 

NOMOR   3  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
 

 
I. UMUM 

 

 P.APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan P.APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan 

Perubahan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada P.RKPD dalam rangka 

mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. 

P.APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan 

stabilisasi. P.APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan 

P.APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, dibentuk Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 Pasal 1 

  Cukup Jelas 

 Pasal 2 

  Cukup Jelas 

 Pasal 3 

  Cukup Jelas 

 Pasal 4 



9 

 

  Cukup Jelas 

Pasal 5 

  Cukup Jelas 

 Pasal 6 

  Cukup Jelas 

 Pasal 7 

  Cukup Jelas 

Pasal 8 

  Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 3 

 

 


